5.1.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dwangsom berdasarkan pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv,

serta putusan provisi berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191
ayat (1) RBg, dan Pasal 332 Rv, secara metode yuridis normatif dan
rechtvinding, diketahui dwangsom dapat diajukan terhadap putusan
provisi hakim. Hal ini didasari atas dilakukannya penafsiran secara
gramatikal, yang menghasilkan kata “putusan hakim” pada Pasal 606,
Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv merujuk pada putusan yang bersifat
condemnatoir, termasuk pula putusan provisi, dengan mengingat
sifatnya dapat dilaksanakan dan memberikan suatu tindakan, maka
termasuk pula kedalam putusan yang bersifat condemnatoir, yang
membedakannya hanya sifat UBV untuk diadakannya tindakan

pendahuluan.

Metode rechtvinding melalui konstruksi hukum secara argumentum
per analogiam juga telah menghasilkan dasar pengenaan dan objek
yang sama antara dwangsom dan putusan provisi, dalam hal ini yaitu
objek bukan mengenai suatu pembayaran uang, serta didasari adanya
suatu keputusan hakim. Objek bukan mengenai suatu pembayaran
uang berdasarkan dwangsom pada Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal
606b Rv ini ternyata sesuai dengan maksud putusan provisi pada
Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA No. 3 Tahun
2000, dan Sema No. 4 Tahun 2001. Kesesuaian tersebut berada pada
maksud putusan provisi yang menyatakan tidak boleh membawa
kerugian pada para pihak dan tidak boleh menyangkut pokok perkara,
lalu dikaitkan dengan objek bukan mengenai suatu pembayaran uang

ini, maka dianggap bukan sesuatu mengenai biaya, ganti rugi, dan
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bunga sebagaimana ketentuan Pasal 1243 BW yang identik dengan
pokok perkara dalam perikatan.

Adapun akibat hukum yang terjadi terhadap dwangsom yang akan
diajukan terhadap putusan provisi, berdasarkan metode Rechtvinding
melalui konstruksi hukum secara argumentum per analogiam.
Apabila dwangsom diajukan terhadap putusan provisi, maka objek
tersebut harus bukan tentang suatu pembayaran uang, tidak boleh
menyangkut pokok perkara, dibutuhkan tindakan pendahuluan yang
mendesak dan hanya pihak Tergugat yang dapat melakukan itu, serta
perlu adanya jaminan pula yang diberikan oleh Penggugat dalam
pelaksanaannya. Objek ini merupakan hasil penggabungan penerapan
dwangsom dan putusan provisi, dengan pembatas berupa ‘“hanya
pihak Tergugat yang dapat melakukan itu”. Pembatasan itu ditujukan
akibat adanya upaya UBV yang memberikan hak kepada Penggugat
untuk menanggung pelaksanaan tindakan pendahuluan terlebih
dahulu, dikaitkan dengan tujuan dwangsom sebagai upaya paksa bagi
Terhukum, maka upaya UBV tersebut tidak dapat diterapkan, akibat
dwangsom tidak ditujukan bagi Penggugat. Pembatasan ini juga
tampaknya perlu dicantumkan dan dijabarkan dalam surat gugatan

untuk menerangkan kemampuan Penggugat.

Dwangsom yang diajukan terhadap putusan provisi ini, hanya sebagai
upaya paksa tambahan, apabila upaya yang disediakan UBV
dianggap masih  belum cukup untuk membuat Terhukum,
menjalankan hukumannya. Dwangsom yang diajukan terhadap
putusan provisi, kedudukannya dianggap sama seperti jaminan uang
yang diberikan Penggugat, yaitu akan disimpan di bank pemerintah,

sampai adanya putusan inkracht.

. Eksekusi dwangsom yang diajukan terhadap putusan provisi, tetap
dilakukan dengan cara seperti biasa, yaitu dengan eksekusi riil

dan/atau verhaal executie. Hal ini didasari sifat eksekusi dwangsom
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5.2.

dengan cara eksekusi riil dan/atau verhaal executie tidak
bertentangan dengan UBV, bahkan mengenai conservatoir beslag
dalam putusan provisi dilakukan dengan eksekusi yang sama.
Eksekusi dwangsom yang diajukan terhadap Putusan Provisi yang
berbeda daripada biasanya hanya terdapat Bank Pemerintah selaku
penjamin yang memegang dwangsom setelah di eksekusi, sampai
adanya suatu putusan yang inkracht. Eksekusi dwangsom yang
diajukan terhadap putusan provisi, dengan meninjau maksud Pasal
180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, dan Pasal 332 Rv, SEMA
No. 3 Tahun 2000, dan SEMA No. 4 Tahun 2001, dilaksanakan
apabila putusan provisi sudah ditetapkan, dan dapat dilaksanakan

terlebih dahulu, meskipun terdapat banding maupun kasasi.

Saran

Penulis akan memberikan saran terkait permasalahan di atas, sebagai
berikut:

1. Disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk
membuatkan pengaturan khusus dwangsom, selain daripada Pasal
606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv, guna memperjelas tujuan dan

lingkup pengenaan dwangsom.

Penulis sendiri telah melihat dan membaca Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (RKUHPer) pada Pasal 294 sampai
dengan Pasal 298 RKUHPer. Menurut Penulis, dalam rancangan itu,
memang sudah lebih memperjelas tujuan, lingkup pengenaan, hingga
pelaksanaan dwangsom daripada Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal
606b Rv. Penulis tetapi beranggapan bahwa fokus pada dwangsom
dalam RKUHPer menitik beratkan pada hukuman pokok, berbeda
dengan Pasal 606, Pasal 606a, dan Pasal 606b Rv yang berfokus pula

pada diajukannya dwangsom terhadap suatu putusan hakim, sehingga
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dwangsom dalam RKUHPer ini tidak dapat menjadi suatu upaya
paksa tambahan terhadap UBV, apabila terdapat upaya UBV yang

dirasa tidak cukup memaksa Terhukum menjalankan hukumannya.

Disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk
membuatkan pengaturan khusus dwangsom dapat diajukan terhadap
putusan provisi, guna memberikan upaya paksa tambahan, apabila
upaya yang diberikan UBV tidak cukup membuat Terhukum
menjalankan hukumannya. Hal ini sesuai pula dengan pemikiran
menurut Penulis sebagaimana telah disebutkan pada poin nomor satu

di atas.

Disarankan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan Surat
Edaran dan/atau Instruksi terbaru mengenai dwangsom dan putusan

provisi.
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